
BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BTIPATI GUNT}NG MAS

NOMOR 4} TAITUN 2011

TENTANG

PEMBERTANTTffi,BS :l:snlL
Orr,NVCrrffCIi PNTIMNTTTAH KABUPATEN GUI\TUI\IG MAS

DENGAI\I RAHMAT TUIIAN YAF{G MAIIA ESA

BT]PATI GUNT]NG MAS

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1),_(2) 9ry (8) Peraturan |{enteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahtrn 2007 tintang Perubahan Peraturan Menteri

Nomor ti fafrun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan

penghasilan kepada Pegawai Negeri Srptl;

bahwa dalarn rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan

serta mengingat kindisi perJkonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan

penghasilin lagi Pegawai Negeri Sipil dan Calol Pegawai Negeri Sipil di

iiogk*g* pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pertimbangan yang

obyel*if aengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf

b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pemberian Tarrbahan

fenghasitan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di

lingkmgm Pmerintah Kabupatan Gunung Mas"

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 terLtang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor I Tatrun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoaesia Nsuoor 38.90I

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katinga.n, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandauo

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ffi2 Nomor 18, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Menimbang

Mengingat : 1.

ia.

c.

4. Undang-Undang......

\
\



4,Undang.UndangNomorllahun2004t*''tqqPerbendaharaarrNegara
(Lembaran *t?*'"il;'*i* rtf;ili""r'q'l-' z-oo+ Nomor 5' Tarnbahan

Lembaran N"ttH*d;iik tndoo"tia Nomor a3 5 5);

5.Undang.UndangNomorl0Tahunlo}4tentangPembentukanPerafiran
Perundang-u"d?";;?;;;*lt"**u n"p*ut haonesia Tahun 2004 Nomor

53,Tambahanffit#-N;*;n"pirUUf.hdonesiaNomor4339);

6,Undang-UndangNomorl{'Tahun20MtentangPemeriksaanKouangandan
Tanggung Jr;--b ii"*g*N.gou tr"*u*rlNtgg" Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lr*d;;i;ffiR"p"blik In-donesia NomoilH00);

7, undang-undang Nomor lz J{un 2004 tersang Pemerirfrahan Daerah (kmbal,an

Negara n"poUtil inAorrrsia f anun iO04 Nomoi 125, T ambahan Lembman Negara

Republik rnaonesia Nomor ++ii), sebagaimana^telah beberapa kalidiuball

terakfiir dengan undang-undaugNo;or tz-rahun 200E tentang Perubahan Kedua

atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang -Pementffi 
Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanrbahan

Lembaran N.g*u Republik lndonesia Nomor 48a$;

8, Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah lfembaran Negara Republik Indonesia Tahgn 2005 Nomor 140'

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

g, Peraturan Pemedntah Nomor 38 Tatnm 2007 terrbng Pembagim Urusm

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaeralU Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
ABT;

10. Peraturan Pem€rintatt Nomor 41 Tahun 2007 tentmg Organisasi Permgkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 aD1'

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12, Pc.ratamu Daerah Nomor 2 Tahun 2008 teutang Urusan Pe$erintah Daerab Yaog
Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

13. Peraturan Daerah Nomsr 3 Tatnur 2008 tentang Orgardsasi dan Tata Keda
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 94);

14. Peraturan Daeratr Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2008 Nomor 95);

15. Peratruran Daerah Nomor 5 Tahrm 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lain
Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2OO8 Nomor 96);

16. Peraturan.

r
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16.

17.

peraturan Daerah Nomor 6 Talfln 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja

KecanratandanrelwahandiKabupatencunungMas(LembararrDaeralt
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 97);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organis-a:i dan Tata KerjaKantor

pelayanan perijinan rerpadu _K-abupaten 
6-*ri"g Mas (Lembaran Daerah

frUnput"" G**g Mas Tahun 2008 Nomor 98);

lg, peraturan DaerahNomor g Tahun 2008 tentang Organisasi dan,TataKerja Rumah

sakit umum Daeratr Kabupaten Gunung Mas @embaran Daerah Kabupaten

Gunung Mas Tatrun 2008 Nomor 99);

MEMUTUSKA}.I

Menetapkan : pERATURAN BUPATT cuNUNG MAs TENTAIIG PEMBERTAN

TAMBAHAN PENGIIASILAhT BAGI PEGAWAI NEGERI SfPIt' CATON

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGIflNGAFI PEMERINTAII KABUPATEN

GUNT'NG MAS

Pasal I

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan i

(1). Bupati adalahBupati GunungMas;
(2). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kaburyle1 Glnung 

YIas.;
(3i. Kepala SKpD adalah Kepala Dinas/Badilndt Satuan Kerja Peraogkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
(4). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adatah Perangkat Daerah pada

Pomerintab Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna AaggaranPeog$Ll}a Barang;

(5). Pegawai Negeri Sipl aOaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Unaang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah

denganUndang-Undang Nomor43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Urdang Nomor 8

Tahun 1974 terfiang Pokok-Pokok Kepegawaian;
(6). Pejabat Struktural adatah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara p€nuh dalam

Jabaan Stnrktural sesuai dengan Kedffiuan Perdtran Perundang-Undangan yang berada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

(7). Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktual;
(8). StafNon Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan stnrktural tertentu pada

SKPD dengan status sebagai staf biasa maupun mantan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas;

(9). BUD adalah Bendahara Umum Da€rah Kabupaten Gunung Mas;
(10). ULP adalah Unit Pelayanan Pengadaan Non Stnrktural yang berhrgas menangani pekerjaan

pengadaan b a aagl jasa pemcrinlah. ;
(l l). RSUD Kuala Kurun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
(12). Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
(13). Dokter Spesialis adalah yang telah ditetapkan oleh Direkttr RSUD dengan disetujui oleh Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas untuk bertugas di RSUD Kuala Kurun;
(14). Pegawai Negeri Sipil Fungsional adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung

Mas sebagai pemangku hrgas tertentu yang diqyaratlean dongan Keputtrsan Bupati Gumrng Mas;
(15). Tambahan Penghasilan adalah Tanrbahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

di lingkungar Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan maksud untuk meningkatkan Kinerja
dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil darr Non Pegawai Sipil sesuai kriteria masing-masing;

(16). Beban Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan tinekat eselonering,
kepangkatan;

(17). Tempat Bertugas adatah Bidang Pekerjaan yang dibebankan pada daerah-daerah terpencil dan
tertinggal dengan tingkat kesulitan tinggr:

(1 7). Kondisi.........,......
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{1g). Kondisi Kerja adalah Bidang pekerjaan yang dibebankan pada lingkungan peke{aan yang memiliki

resiko tinggr;

{1g). Ketangkaiilprofesi adarah Bidang pekerjaan yang dibebankan dengan memerlukan keterampilan

)rr, *S-ff;#d'ruHffgidang pekerjaan yang didalam pelaksanaan tugasnva dinilai mempunvai

L, mmfr*ilr* f*.u,** Daerah pemerintah Kabupaten Gunung Mas tempat menvimpan

uang Daerah yang ditentukai oleh Kepala Daerah untuk menampung rit*ot, penerimaan Daerah

dan dig;k;;h'k membayar seluruh pengeluaran daerah;

(22). Dokumen Pelaksanaan eoge** SKPD I*q 9i;j"1"y" A;msry DPA-SKPD adalah Dokumen

yang memuat pendapatan, i;tr"j;* idbi";;-ilril* Sgryakan 
sebagai Dasm Pelaksanaan

Anggaranolehpengguna e"gg;;ai fingkungan penrerintatr kabupatenGunung Mas'

Pasal2

(1), Peganrai Negeri sipil yang bekerja di linglmgan Pemerintah Kabupden Gunung Mas berhak

mJndapatkan tanrbatran pengfuasilan;

@. Tambahan penghasilan ,"U.Eui**L g*q"d Oada y7t Q) dibfkan berdasarkan Beban Kerjq

Tempat Bertugas, Kondisi 
"K".jt Kekngka# Profesi, iiestasi Kerja dan/atau Pertimbangan

ObYektif lainnYa;
(3) Tanrbahan Penghasilan yang meru!"k* ql$-bang€n obyeftif lainnya menurut Pasal 2 ayat (2)

adalah r*rtr5fi p"rghasih; urgi p"gu''""i Negeri Spil yang berasal dari mantan pejabat struktuml

sesuai Keputusan Bupati Grmung Mas;

{4). Setiap pega*ai },*vu berhak *Jrrrir* Tanrbatran Penghasilan berdasarkan salah satu kriteria pada

aYatQ)' 
Pasal3

Tambahan penghasilan berdasmkan Beban Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayal (2) dibedkm setiqp

bulan dengan rincian sebagai berikut :

Rp, 4,000,000r-
Rp. 2.000.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.400.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 900.000,-
Rp. 700.000,-

Rp. 1.000.000,-
Rp. 750.000,'

Rp. 650.000,-
Rp. 625.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 450.000,-

Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 550.000,-
Rp. 15.000.000,-
Rp. 1.750.000,-

Rp. 800.000,-
Rp. 825.000,-
Rp. 850.000,-

(l) Eselon II.a
@ Eselon II.b
(3) Eselon III.a
(4) Eselon III.b
(5) Eselon [V.a
(6) Eselon [V.b

-' (7) Eselon V.a
(8) StafNon Eselon Mantan Pejabat Stnrktural :

a,, Pelaksana Golongian IV
b. Pelaksana Golongan III

(9) StafNon Eselon :

a. PelaksanaGolongan W
b. Pelaksana Golongan III
c. Pelaksana Golongan II
d. Pelaksana Golongan I

(10) Pejabat Fungsional :
a. Golongan tV/d - IV/e
b. Golongan tV/b - IV/c
c. Golongan IlUc *It/la
d. Golongan IVa* III/b

(l l) Dokter Spesialis
(12) DokterUmum/Gigi/Apoteker
(13) Guru merangkap Kepala Sekolah:

a. SD/IVII
h, SMPA{TS
c. SMAISMK

13. Untuk.



(14).

(1 s).

PPKD:
. BUE

Unit Pelayanan Pengadaan :

KepalaUlaP__ _

Sekretaris ULP
AnggotaPokjaULP
Staf Sekretariat ULP

Rp. 3.500.000,-

Rp. 5.000.000,-
Rp. 4.000.000,-
Rp. 3.500.000,-
Rp. 1.500.000,-

Rp. 750.000,-
Rp. 750.000,-

Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.750.000,-
Rp. 2.000.000,-

Rp. 750.000,-
Rp. 850.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.500.000,-

Rp. 850.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.750.000,-

Rp. 700.000,-
Rp. 800.000,-
Rp. 900.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.100.000,-
Rp. 1.200.000,-
Rp. 1.300.000,-
Rp. 1.400.000,-

Rp. 650.000,-
Rp. 700.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 800.000,-
Rp. 850.000,-
Rp. 900.000,-
Rp. 950.000,-
Rp. 1.000.000,-

Rp. 750.000,-
Rp. 800.000,-
Rp. 850.000,-
Rp. 900.000,-
Rp. 950.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.100.000,-
Rp. 1.200.000,-

f. Bendahara PPKD.....

a.

b.
c.
d.

(16) Penatausahaan Keuangan terdiri dari :

a. PenyimPan Barang

b. PengurusBarang

c. Bendahara Pengeluaran :

* Sampaidengan I Miliar
* 1 Miliar- 10 Miliar
* 10 Miliar- 25 Miliar
* 25 Miliar- 50 Miliar
* > 50 Miliar

d. Pembantu Bendahara Pengeluaran :

* SamPai dengan I Miliar
* 1 Miliar- 10 Miliar
* 10 Miliar-2s Miliar
* 25 Miliar - 50 Miliar
* > 50 Miliar

s. BendaharaPengeluaramPembanf,r :
* Sampai dengan I Miliar
* I Miliar- l0 Miliar
* l0 Miliar -ZlMiliar* 25 Miliar- 50 Miliar
* > 50 Miliar

f. Bendahara Penerima :

* Sampai dengan 10 Juta
* l0 Juta -25It$a* 25 Jvta- 50 Juta
* 50 Juta- 100 Juta
* 100 Juta- 500 Juta
* 500 Juta- 1 Miliar
* I Miliar- 25 Miliar
* 25 Miliar - 50 Miliar

g. Pembantu Bendahara Penerima :

n Sampai dengan 10 Jut*
* 10 Juta- 25luta
* 25 Juta- 50 Juta* 50 Juta - 100 Juta* 100 Juta - 500 Juta
t 500 Juta- I Miliar* 1 Miliar- 25 Miliar* 25 Miliar - 50 Miliar

h. Bendahara Penerima Pembantu:* Sampai dengan 10 Juta* 10 Juta- 25 Juta* 25 Juta - 50 Juta+ 50 Juta - 100 Juta* 100 Juta- 500 Juta* 500 Juta - I Miliart I Miliar - 25 Miliar* 25 Mjliw - 50 Miliar

I
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i. BendaharaPPKD:* 1 Miliat-25 Miliar
* 25 Miliar- 50 Miliar
* > 50 Miliar

i. Bendatrara Pembantu PPKD :

' * 1 Miliar- 25 Miliar
* 25 Miliar- 50 Miliar
* > 50 Miliar

k. Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) :
* SamPai dengan I Miliar
* 1 Miliar- 10 Miliar
* 10 Miliar - 25 Miliar
* 25 Miliar - 50 Miliar
* > 50 Miliar

Eseloa III.a
Eselon III.b
Eselon [V.a
Eselon IV.b
Eselon V.a

f. Staf Non Eselon Mantan Pejabat Strultural
* Pelaksaria Golongan tV* Pelaksana Golongan III

g. StafNon Eselon :

-. Pelaksana Golongan IV
- Pelaksana Golongan III
- Pelaksana Golongan II
_ pelaksana Sslsngan I

h. PejabatFungsional:
- Golongan IY/d-It'l/c
- GolonganlV/b-tV/c
- Golongan IlUc -'F{la- Golongan lUa-llllb

i. Dokter Spesialis

3. Dokter Umurn/Gigi/Apoteker

k. Guru merangkap Kepala Sekolah :

- SDIMI
. SMPA{TS
- SMA/SMK

Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.750.000,-

Rp. 750.000,-

Rp. 1.000.000,-

Bp. 1.250.000,-

Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.750.000,-
Rp. 2.000.000,-

Pasal t[

(1) Tarnbahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Paml2 ayat

(2) dibedkan kepada Pegawai Neg; Sipif y*g tttoiu pada witayah terpencil dan tertinegal'

(2) wilayah Kecamatan/Desa yang &k"d"rik*-masuk witayah terpencil dan tertinggal ditetapkan

denganKepufusanBupati. r ,.i .a --- -^Li^^ 1---r^- *
(3) rariuarran-pengtrasl* oi*utr,ra dahm ayat (1) dan (2) di atas diberikan setiap bulan masing-

masing:

Rp. 1.500.000r-
Rp. 1.400.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 900.000,-
Rp. 700.000,-

Rp. 1.000.000,-
Rp. 750.000,-

Bp. 650.000,-
Rp. 625.000,-
Rp. 500.000,-
Bp. 450"000,-

Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 550.000,-

Rp. 15.000.000,-
Rp. 1.750.000,-

Rp. 800.000,-
Rp. 825.000,-
Rp. 850.000,-

l. Penatausahaan

d,

b.
c.
d.
e.



1. Penatausahaan Keuangan terdiri dari :

- Penyimpan Barang
- Pengurus Barang

- Bendahara Pengeluaran :
* Sampai dengan I Miliar
* I Miliar- 10 Miliar
* l0 Miliar-25 Miliar* 25 Miliar - 50 Miliar
* > 50 Miliar

- Pembartu Be,ndahara Pengeluaran:
t Sampai dengan I Miliar* I Miliar- 10 Miliar* 10 Miliar - 25 Miliar* 25 Miliar - 50 Miliar* > 50 Miliar

- Bendahara Pengeluaran Pembantu ;* Sampar dcnean 1 Miliar* I Miliar- 10 Miliar
+ 10 Miliar - 25 Miliar* 25 Miliar- 50 Miliar* > 50 Miliar

- Bendahara Penerima:
* Sampai dengan 10 Juta* 10 Juta- 25 Juta* 25llu/ra* 50 Juta* 50 Juta - 100 Juta* 100 Juta- 500 Jutat 500 Juta- I Miliar* I Miliar - 25 Miliar* 25 Miliar-s0 Miliar

- Pembantu Bendahara Penerima :* Sampai dengan l0 Juta* 10 Juta* 25I$a* 25 hta- 50 Juta* 50 Juta- 100 ftfra* l00Juta-500Juta* 500 Juta* 1 Miliar* I Milim - 25 Miliar* 25 Miliar- 50 Miliar

- BmdaharaPenerimaPembantu :* Sampai dengan l0 Juta* 10 Juta- 25 Juta* 25 Juta- 50 Juta* 50 Juta - 100 Juta* 100Juta*500Juta* 500 Juta- 1 Miliar* 1 Mliar - 25 Milim* 25 Miliar - 50 Miliar

750.000,-
750.000,-

1.000.000,-
1.250.000,-
1.500.000,-
1.750.000,-
2.000.000,-

750.000,-
850.000,-

1.000.000,-
I.250.000,-
1.500.000,-

850.000,-
1.000.000,-
1.250.000,-
1.500.000,-
1.750.000,-

700.000,-
900.000,-
900.000,-

1.000.000,-
1.100.000,-
1.200.000,-
1.300.000,-
1.400.000--

650.000,-
700.000,-
750.000,-
800.000,-
850.000,-
900.000,-
950.000,-

1.000.000,-

750.000,-
800.000,-
850.000,-
900.000,-
950.000,-

1.000.000,-
1.100.000,-
1.200.000,-

Pejabat......

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp
Rp.

Rp,
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
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Pasal 5

(1) Tambatran Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerju sebagaimana dimaksud delam Pasal 2 Ayat (2)
diberikan berdasarkan lingkungan tugas yang memiliki resiko tinggi.

(2) Tmbahm Penghasilan ymg me,miliki tesiko tingg adalah Petugas Rontgar yang diteapkm
dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.

(3) Tanbahan Penghasilm perbulan dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) di atas diperhitungkan sebesar
Rp. 1.300.000 per-orang/bulan.

Pasal 6

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 Ayat
(2) dibedkan ke,pada Dokiler Spesialis, Dokter lJmum, Dokter Gigi dan Dokter PTT yang bertugas
pada Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas/PustulPoskedes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas.

@ PeounjukanlPenetapan Dokter Spesialis yang berhak memperoleh/menerima Tambahan
Ponelusilan spbagpimana dimaksud pada Lyat (2) ditctapkarl oleh Direktur RSUD dengan
persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

(3) Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam Ayat {1) dan (2) di atas diperhitungkan sebagai
berikut:

- Pcjabat Pendausahaan Keuangan ( PPK ) :* Sampai dengan I Miliar* I Miliar- 10 Miliar* 10 Milim - 25 Miliar* 25 Miliar - 50 Miliart > 50 Miliar

Dokter Spesialis
Dokter Umum dan Dokter Gigi
Dokter PTT

Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.750.000,-
Rp. 2.000.000,-

Rp. 15.000.000,-
Rp. 1.750.000,-
Rp. 1.500.000,-

a.

b.
c.

Pasal 7

(l). Tarabahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
adalah suatu prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang patut
menerima tambahan penghasilan.

e). Tarnbahan Penghasilan diberikan setelah dinilai berdasarkan penilaian Tim Penilai yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

(3), Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam ayat (1) dffi Q) diatas diperhitungkan sebesar
Rp. 2.500.000 per orang/bulan.

Pasal 8

Tambahanr Penghasilan a dimaksud pada Pasal 3, dm/atat Pasal 4 dm/atau Pasal 5 dm/atau
Pasal6 danlatauPasal 7 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1). Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIP,
Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan, Status Kepegawaian dan Besamya Tambahan Penghasilan

dalam larnpiratrnya.

(2). Tambahan.



(2). Tanbahan Panghasilan dikenakm Potmgan PPh sesuai ketentumymg berlah.
(3). Tambahan Penghasilan dikenakan potongan apabila:

a. Terlambat masuk kerja sebesar 2 Yo (dua persen) perorang perhari dari besarnya Tambahan
Penghasilan.

b. Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan sebesar 4 Yo (empat persen) perorang perhari dari
bemrnya Tamhalran Penghasilm.

c. Cepat Pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebes ar 2 a/o (dua persen) perorang perhari
dari besarnya Tarrrbahan Penghasilan.

d. Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang
bersangkutan, tidak diberikan Tambahan Penghasilan.

c. Ctfri (sermra bentuk enrti ) keonali cr*i diluar tanggungan negara, dibayar pemrh

f. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan
Dinas dan Diklat tetap diberikan Tambahan Penghasilan dan dibayar penuh.

g. Izin cepat pulang karena melalsanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum
jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkuta& kernudian
diketahui oleh pejabat temryat benrtrsm, dibayar penuh.

h. Izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membezuk, mengurus ketuargq
membezuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit
keraVmeninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif
dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dibayar penuh.

i. Izin tidak masuk kantor sehad penuh karena t€*ait dsngan masalah sssial ymg sifumya
darurat, seperti mengurus keluarga dan famililkerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami
musibah kecelakaan/sakit keraslmeoioggul dunia, iz-innya harus disusulkan kemudian dari
Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dipotong 2 % (drapersen) per hari.

j. Izrn untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi
kemaryarakdan seperti aeara PKK, Dharma Wanit& Sekolalu Dewan Sekolah, dibtrt*ikanrqya
dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengrrus yang mengundang,
dibayar penuh.

k. Sakit namun ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh.
l. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap Tanpa Keterangan (TK) dipotong 4 Vo (empat persen)

per hai,
m. Sakit yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter maksimat 14 (empat belas) hari,

dibayar penuh.

n. Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa Surat Keterangan Dokter dianggap
Tanpa Keterangan (TK), dipotong 4 o/o (empatpersen) per hari.

o. Sakit yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (ernpat belas) hmi, selebihnya
dianggap izin, dipototg?Yo (dua persen) per hari.

p. Sakit lebih dart 14 (empat belas) hari ada Surat Izin Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian
(Bupati), dibayar penuh.

q. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang izin dengan alasan penting
lebih dari 15 (lima belas) hari dan cuti diluar tanggungan negarq pada bulan yang
bersangkutan, tidak dibayar.

r. Tugas Belqiar (Tubel) dipotong 50 % (ima puluh perser)"
s. Tugas belajar sudatr habis waktunya .lan tidak melaporkan diri, tidak dibayar.
t. Libur Kalender dan libur akademik dibayar penuh.

(4). Uaug Pernotougan Tarabahas Penghasilan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan ayat {3),
disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

(5). Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan Atasan
tangsung Pegawai Negeri Sipil daolatau Calon Pegawai Negeri Sipil pada masing'masing SKPD.

Pasal 10.

9
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Pasal9

Biaya yang timbul akibat diberlalarkannya Peraturan Bupati ryr $ibebhankan 
pada Anggaran

pendaparan dan Belaqia Daerah (A*BD) rabupaten G**g ivtas cq. DpA rnasing-masing SKPD di

fiogk;g* Pemerinrah Kabupaten Gurtung Mas'

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ry, **3-feraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentaug

pemberian Tambahaa penghasilaa E;t p"gu*ul-N-e*i iiptl i* 9d* Pegawai Negeri slpil di

Lingkungan pemerintah ruuoput*n c,rl*giutas oarF r*to*u Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang

perubahan Atas Peraturan Bupati Grmung rvras.1eryfn-qi';bJ*f;tbf* Penghasilan Bagi Pegawai

Negeri sipl dan cfu p"er*Li*";; sipu oi ii"gt"rg* psmerintah Kabupaten Gunung Mas

dinyatakantidakberlalulagi' pasat 11

Peratrran Bupati ini berlalu sejak I Januari z0fi'

. Asax setiap orarlg mengetahuinya, *akl lgmenntahkan 
pngundangan Peraturan Bupati ini

'-'. [ffr*"*"i-"*pu[ir"yu Aim Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di l Kuala Kurun

Pada {? April20l t

MAS,

Diundangkan di Kuala Kurun
Padatanggal lb Ap1ilzall

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGMAS,

BUPATI

HAMBIT BINTIH

BERITA DAERAH KABUPATEN GUN{.'NG MAS TAHUN 2O1O NOMOR SERI
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